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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka 

pada bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan sekaligus akan 

memberikan saran, adalah sebagai berikut: 

1. Adapun kedudukan justice collaborator dalam perkara tindak 

pidana korupsi adalah:pada mulanya sebagai seorang pelaku 

tindak pidana, namun bukan sebagai pelaku utama yang 

kemudian menjadi atau dijadikan sebagai saksi untuk 

membantu mengungkapkan selengkap-lengkapnya, sebenar-

benarnya tentang suatu tindak pidana korupsi.  Saksi tersebut 

mengungkapkan bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi, 

kedudukan serta bagaimana peran serta pelaku lainnya 

termasuk juga dirinya dalam suatu tindak pidana. 

2. Adapun tinjauan hukum pidana Islam terhadap kedudukan 

justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi 

adalah:bahwa kedudukan justice collaborator dapat dijadikan 

sebagai seorang saksiapabilatelah memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: adil (jujur), baligh, cakap, merdeka, dan dapat 

berbicara. Dengan demikian syarat-sayarat yang dibatasi oleh 

hukum pidana Islam sama dengan syarat-syarat ditetapkannya 

seseorang akan menjadi justice collaborator. 
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B. Saran  

Adapun saran yang penulis kemukakan dalam hal ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Hendaknya pemerintah segera merevisi Undang-Undang No. 30 

Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi untuk memperjelas 

kreteria pemberian status justice collaborator dalam perkara tindak 

pidana korupsi; 

2. Hendaknya kepada Penegak Hukum dalam hal ini KPK untuk 

meningkatkan fungsi Koordinasi dan Supervisi terutama dalam 

menentukan kriteria apa dan siapa yang dapat menjadi justice 

collaborator dalam suatu perkara tindak pidana. 
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